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•. EERTTA DAERAH 

KABUPATEE BIWALUGH 
NOMOR 179 

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN 

NOMOR 13 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 1 TAHUN 
2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN 

KERJA DAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIMALUNGUN, 

Menimbang a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil 

dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan 

dan kemasyarakatan, maka perlu diberikan tambahan penghasilan 
berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas bagi Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat 

memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil; 

c. bahwa dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Pasal 

50 dan Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006, dimana pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD 

yang dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan dalam 

kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata 
terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan; 
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Mengingat 

d. bahwa besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 

bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Simalungun perlu disesuaikan sesuai ketentuan dan kebijakan 

daerah; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan 

Bupati Simalungun tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Simalungun Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tambahan 

Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dan Tempat Bertugas Bagi 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Simalungun. 

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah 

Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3590); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 

undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4741); 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 



t 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 Seri D 
Nomor 6); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten 
Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 
2008 Nomor 16 Seri D Nomor 15); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 
2008 Nomoi 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah 
Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 8 Seri D Nomor 8); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 11  Tahun 2012 
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 
2012 Nomor 11  Seri D Nomor 11); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang 
Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 
Keuangan dan Barang Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Analisis Behan Kerja di Lingkungan Departemen Dalam 

Negeri dan Pemerintah Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2013; 
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Menetapkan 

24. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Rincian Togas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Sekretariat 
Daerah, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten 
Simalungun Nomor 18); 

25. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Rincian Togas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten 
Simalungun Nomor 20) ; 

26. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 
2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi 
Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah 
Kabupaten Simalungun Nomor 107); 

27. Peraturan Bupati Simalungun Nomor l Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada 
Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten 
Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 112);  

28. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 55 Tahun 2012 Tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun 
Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun 
Nomor 166). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 1 TAHUN 2013 
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN 

BEBAN KERJA DAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI 

SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN. 
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Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Behan Kerja dan Tempat Bertugas 
Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun (Berita 
Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 167), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 8 

(1) Kepala SKPD menetapkan nama-nama PNS yang berhak dan besarnya tambahan 
penghasilan yang akan diterima di lingkungan unit kerjanya dengan 
pertimbangan rekapitulasi absensi kehadiran setiap bulannya. 

(2) Tambahan Penghasilan yang diterima berdasarkan rekapitulasi absensi kehadiran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan daftar absensi 
yang dibuat pimpinan SKPD dan kepada PNS yang tidak melaksanakan tugas 
berdasarkan rekapitulasi kehadiran dalam daftar absensi tidak dapat diberikan 
tambahan penghasilan penuh. 

(3) Tambahan Penghasilan tidak dapat diberikan secara penuh, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) apabila PNS dalam tingkat kehadiran secara akumulatif 
tidak hadir selama waktu 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan. 

(4) Tambahan Penghasilan tidak dapat diberikan kepada PNS yang mutasi dari daerah 
lain ke Kabupaten Simalungun pada tahun anggaran berjalan. 

Pasal II 

Dengan diundangkannya dan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka hal-hal yang 
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal III 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun. 

Ditetapkan di Pamatang Raya 
padatanggal 2013 

BUPATI SIMALUNGUN, 

Dto. 

J. R. SARAGIH 

Diundangkan di Pamatang Raya 

pada tanggal 2013 
SEKRETARIS DAE) +><JUPATEN SIMALUNGUN, 

• 

DION PURBA 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 


